
 
 

ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM u PERATURANu 

MAHKAMAHu AGUNG NOMOR 5 TAHUNu 2019 TENTANG PEDOMAN 

MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT HAKIM u 

PENGADILAN AGAMA BANTUL 

 

 

 

TESIS 

 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH 

 

OLEH: 

QURRATUL UYUN 

20203011072 

 

PEMBIMBING: 

Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag. 

NIP. 19600327 199203 1 003 

 

MAGISTER ILMU SYARIAH 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2022 



i 
 

ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM u PERATURANu 

MAHKAMAHu AGUNG NOMOR 5 TAHUNu 2019 TENTANG PEDOMAN 

MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT HAKIM u 

PENGADILAN AGAMA BANTUL 

 

 

 

 

TESIS 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH 

 

OLEH: 

QURRATUL UYUN 

20203011072 

 

PEMBIMBING: 

Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag. 

NIP. 19600327 199203 1 003 

 

MAGISTER ILMU SYARIAH 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2022 



ii 

SURAT PERSETUJUAN TESIS 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan 

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara: 

Nama   : Qurratul Uyun, S.H 

NIM   : 20203011072 

Program Studi : Ilmu Syariah 

Konsentrasi  : Hukum Keluarga Islam 

Judul  : “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Menurut 

Hakim Pengadilan Agama Bantul”  

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana Magister Hukum. 

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas 

dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

      Yogyakarta, 07 Agustus 2022 

       Pembimbing, 

 

 

 

       

       

      Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag 

      NIP. 19600327 199203 1 003 

 



iii 

  



iv 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Qurratul Uyun, S.H 

NIM   : 20203011072 

Program Studi : Ilmu Syari‟ah 

Konsentrasi  : Hukum Keluarga Islam 

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ 

karya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya. 

 

Yogyakarta, 07 Agustus 2022  

 

 

Qurratul Uyun, S.H   

NIM. 20203011072   

  



v 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Qurratul Uyun, S.H 

NIM : 20203011072 

Program Studi : Ilmu Syari‟ah 

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam 

Fakultas  : Syariah dan Hukum 

 

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil 

penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk 

sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti 

bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

Yogyakarta, 07 Agustus 2022  

 

 

Qurratul Uyun, S.H   

NIM. 20203011081  

  



vi 

ABSTRAK 

Perkawinan anak memiliki dampak buruk bagi individu maupun 

lingkungan. Anak yang melangsungkan perkawinan usia dini tidak mendapatkan 

hak yang seharusnya didapatkan, sehingga berimbas pada perceraian dan KDRT 

akibat tidak siapnya anak dalam membangun rumah tangga dan mempengaruhi 

susunan dan tata sosial di masyarakat, yang berakhir pada ancaman kesejahteraan 

anak. Anak yang menyandang masalah kesejahteraan memerlukan perlindungan 

dan bimbingan sebagaimana anak usia sebayanya.  

Angka permohonan dispensasi kawin tidak kunjung surut, bahkan 90% 

permohonan dispensasi kawin dikabulkan Pengadilan dengan mempertimbangkan 

kepentingan terbaik anak, tidak terkecuali Pengadilan Agama Bantul. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali makna kepentingan terbaik bagi 

anak perspektif Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan menggunakan teori 

hermeneutika hukum. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang bersifat 

deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Sumber data 

primernya adalah dokumentasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 

Bantul. Sedangkan sumber data sekundernya berupa dokumen hukum.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Interpretasi asas 

kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 tahun 2019 adalah semua 

tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, 

pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, 

mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan 

perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. Kedua, Interpretasi 

asas kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul 

adalah apa yang terbaik bagi kelangsungan hidup anak, untuk sekarang maupun 

yang akan datang. Pengabulan permohonan dispensasi kawin bukanlah bentuk 

pengabaian terhadap hak anak, karena setiap anak yang dimintakan permohonan 

dispensasi kawin pasti memiliki kepentingannya tersendiri, dan wajib 

mendapatkan keadilan dimata hukum. U 

Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, PERMA No. 5 Tahun 2019, 

Pengadilan Agama Bantul. 
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ABSTRACT 

Child marriage has a negative impact on individuals and the environment. 

Children who marry at an early age do not get the rights they should have, 

resulting in divorce and domestic violence due to the unpreparedness of children 

in building a household and affecting social structure and order in society, which 

ends in threats to children's welfare. Children with welfare problems need 

protection and guidance like children of the same age. 

The number of requests for dispensation for marriage has not subsided, in 

fact 90% of applications for dispensation for marriage are granted by the Court 

taking into account the best interests of the child, and the Bantul Religious Court 

is no exception. The purpose of this study is to explore the meaning of the best 

interests of the child from the perspective of the Bantul Religious Court Judge by 

using the theory of legal hermeneutics. 

The type of research used is field research, which is descriptive-analytical 

in nature with a normative-empirical research approach. The primary data sources 

are documentation and interviews with Bantul Religious Court Judges. While the 

secondary data source is in the form of legal documents. 

The results of the study show that: First, the interpretation of the best 

interest principle for children in PERMA No. 5 of 2019 are all actions that must 

be considered to ensure the protection, care, welfare, survival and development of 

children, including efforts to help prosper the growth and development of children 

and improve family life. Second, the interpretation of the principle of the best 

interests of the child according to the Bantul Religious Court Judge is what is best 

for the child's survival, now and in the future. Granting a request for a marriage 

dispensation is not a form of neglecting the rights of the child, because every child 

who is asked for a marriage dispensation must have his own interests, and must 

get justice before the law. 

Keywords: Best Interest of Children, PERMA No. 5 of 2019, the Bantul 

Religious Court. 
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MOTTO 

 

Judicia in deliberationibus crebro maturescunt, in accelerato processu nunquam 

(Judgments frequently become matured by deliberations, never by hurried process or 

precipitation)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf ا
Tidak 

dilambangkan 
 

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 ṡa‟ ṡ S (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Za‟ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Tâ‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Aīn „ Koma terbalik ke atas„ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa‟ F Ef ؼ

 Qāf Q Qi ؽ

 Kāf K Ka ؾ

 Lām L „El ؿ

 Mīm M „Em ـ

 Nūn N „En ف

 Wāwu W W ك

 Ha‟ H Ha ق

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye م

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis مُتػَعَدِّدَة
Muta’addidah 

 Ditulis عِدَّة
‘iddah 

 

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtâh dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya. 

 Ditulis حِكْمَة
ḥikmah 

 Ditulis جِزْيةَ
Jizyah 
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2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al‟ serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَامَةُ الَْْكْليَِاء

 

3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis زكََاةُ الْفِطْرِ 
Zakāt al-fiṭr 

 

D. Vokal Pendek 

 ََ  fatḥaḥ 
Ditulis 

A 

 َِ  Kasrah 
Ditulis 

I 

_ُ ḍammah 
Ditulis 

U 

 

E. VokalPanjang 

1 

fatḥaḥ+alif 

 جَاهِلِيَّة
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

2 

fatḥaḥ+ya’ mati 

 تػَنْسَى
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 

Kasrah+ya’ Mati 

 كَرِيْ 
Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 

ḍammah+wawumati 

 فػُرُكض
Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 
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F. Vokal Rangkap 

1 

fatḥaḥ+ya’ mati 

نَكُمْ   بػَيػْ
Ditulis 

Ditulis 

Ai  

bainakum 

2 

fatḥaḥ+wawumati 

 قػَوْؿ
Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

 Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof („). 

 Ditulis أأَنَػْتُم 1
a’antum 

 Ditulis لَئِنْ شَكَرْتُْ  2
La’insyakartum 

 

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis الْقُرْآف
Al-Qur’ān 

 Ditulis الْقِيَاس
Al-Qiyās 

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 

huruf l (el)-nya. 

 Ditulis السَّمَاَء
as-Samā 

 Ditulis الشَّمْس
asy-Syams 
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I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis ذَكِل الْفُرُكْض
Żawȋ al-furūḍ 

 Ditulis أَهْل السُّنَّة
ahl as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

 Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, 

syariat. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakangt 

Di dalam kehidupan berumah tangga, kehadiran anak merupakan 

bentuk karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Setiapu anak berhak 

atas kelangsunganu hidup, tumbuh dan berkembangu serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1
 Hak anaku adalah bagianu 

dari hak asasi manusia yangu wajib dijamin, dilindungi u dan dipenuhi oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah 

daerah.
2
 Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan u anak yang 

merupakan sebuah tatanan kehidupan u dan penghidupanu untuk dapat 

menjaminu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik 

secara rohani, jasmani maupun sosial.
3
 Undang-undang No.4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan anak menerangkan bahwa “Yangu pertama-tama 

bertanggungjawab atas terwujudnya u kesejahteraanu anak baik secarau 

rohani, jasmani maupun sosial adalah orangu tua”,
4
 Pasal tersebut 

menjelaskan sekaligus mempertegas bahwa keluarga adalah lingkaran 

pertama yang harus berhasil mensukseskan kesejahteraan anak, sehingga 

ketika menghadapi lingkaran yang lebih besar dalam kehidupan 

                                                             
1
 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasalu 28B ayat (2). u  

2
 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undangu No. 23 

tahun 2002 tentangu perlindunganu anaku, Pasal 1 ayat (19). 
3
 Undang-Undang No. 4 tahunu 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (1) a. 

4
 Pasal 9. 
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masyarakat, anak akan dapat dengan mudah menyesuaikan diri seiring 

bertambahnya usia, tubuh dan jiwa mereka.  

Anak memiliki sederet aturan yang mengatur mengenai hak-haknya, 

namun upaya untuk mensejahterakan anak rupanya masih sangat sulit 

untuk diperjuangkan. Sehingga penelantaran
5
 bahkan kekerasan terhadap 

anak kerap kali dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan data penelitian Santi 

Anjarsari dan Sri Hartini yang dikutip dari Kementerian Sosial u Indonesia, 

bahwa pada tahun 2015 terdapat kurang lebih 4,1 u juta anak mengalami 

penelantaran, 1,2 juta diantaranya merupakan balita dan 5.900 lainnya 

masih tergolong anak-anak, sedangkan 3.600 anak memiliki permasalahan 

dengan hukum dan sebanyak 34.000 anak merupakan anak jalanan.
6
 

Sepanjang tahun 2021 (selama pandemi) jumlah kasusu kekerasanu terhadap 

anak meningkat dengan pesat, sebagaimana dikutip dari laman CNN 

Indonesia berdasarkan data yang diperoleh di Kementerian u Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (PPPA) bahwa kasus kekerasanu pada anak tercatat 

sebanyak 14.517 kasus, dan hampir mendekati setengahnya merupakan 

kasus kekerasan seksual.
7
  

                                                             
5
 Berdasarkan Undang-Undangu No. 4 tahunu 1979 Pasalu 1 ayat (7) tentangu 

Kesejahteraanu Anak, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebabu orang tuanya 

melalaikanu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baiku 

secarau rohani, jasmaniuu maupun sosial. uu 
6
 Santi Anjasari and Sri Hartini, “Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS 

Children’s Villages Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak Yang Rentan Terlantar,” 

Jurnal Comm-Edu, Vol. 1:1, (2018), hlm. 38. 
7
 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-

kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-

2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,hampir%

20setengahnya%20merupakan%20kekerasan%20seksual, akses 26 Februari 2022. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,hampir%20setengahnya%20merupakan%20kekerasan%20seksual
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,hampir%20setengahnya%20merupakan%20kekerasan%20seksual
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,hampir%20setengahnya%20merupakan%20kekerasan%20seksual
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan,hampir%20setengahnya%20merupakan%20kekerasan%20seksual
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Anak-anaku yangu menyandangu masalahu kesejahteraanu membutuhkanu 

perhatian, pelayanan, perlindungan u dan bimbingan sebagaimana anak usia 

sebayanya agar tugas kehidupannya dapat sesuai dengan harapan 

masyarakat. Konvensi Hak Anak (KHA) mewajibkan pemerintah dan 

masyarakat untuk menegakkan hak-hak anak yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meliputi hak atas kelangsungan 

hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi, dan hak identitas. Hal 

ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan
8
 dan kemampuan untuk 

melahirkan generasi penerus yang berkualitas. IKKA (Indeks Komposit 

Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018) yang bertujuan untuk menilai 

sejauh mana upaya penegakan hak anak telah berhasil dan dapat 

memberikan gambaran kualitas hidup anak di setiap Kabupaten dan Kota. 

Hasilnya, kesejahteraan anak Kabupaten dan Kota mengalami peningkatan 

sejak 2015 meliputi Bantul, Sleman, Belitung, Kulon Progo, dan Sidoarjo. 

Sedangkan Kabupaten dengan nilai IKKA terendah berada di Papua, Nusa 

Tenggara Timur, dan Papua Barat. Kesenjangan tingkat kesejahteraan ini 

dapat dilihat dari indikator makro yang dilaporkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS)
9
; bahwa angka kemiskinan menurun dari 10,86% menjadi 

9,71% pada September 2021
10

; IPM meningkat dari 69,6% menjadi 70,8% 

                                                             
8
 Indikator kesejahteraan anak dapat dirumuskan dalam Lima hal, yakni kelangsungan 

hidup, perlindungan, pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi, dan identitas. 
9
 Kementerianu Pemberdayaanu Perempuan dan Perlindunganu Anak, Indeks Komposit 

Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018, (Tim Penyusunu IKKAu 2018, 2021), hlm. 3. 
10

 https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-

september-2021-turun-menjadi-9-71-

persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20p

ada%20September%202021, akses 1 Maret 2022. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021
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pada tahun 2017. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik bahwa selama 

2010-2021, IPM Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,76%
11

; 

indeks kebahagiaan meningkat dari 65,4% menjadi 70,69% pada tahun 

2017, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,80 menjadi 

71,49%
12

; dan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita dari Rp.45,1 juta 

meningkat menjadi Rp.55,5 juta pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 

2021 mencapai Rp.62,2 juta.
13

 Kendati demikian, dimensi hak anak yang 

sudah terpenuhi dengan baik hanyalah pemenuhan hak identitas, hak 

perlindungan dan hak kelangsungan hidup. Sedangkan hak tumbuh 

kembang dan partisipasi anak masih perlu ditingkatkan. Hal inilah yang 

menjadi salah satu alasan mengapa perkawinan anak terus menerus terjadi 

di Indonesia, termasuk di DI Yogyakarta. Dengan adanya hak tumbuh 

kembang, maka anak berhak untuk dapat bersekolah, untuk bermain, 

istirahat yang cukup dan makan minum yang layak.  

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pengabaian 

kesejahteraan, pertumbuhan dan perlindungan anak, bahkan meningkatnya 

angka perkawinan anak mempengaruhi susunan dan tata sosial di 

masyarakat. Dampak dari pengabaian kesejahteraan anak adalah 

meningkatnya PTSD, depresi, stres dan kesulitan mengendalikan 

                                                             
11

 https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--

ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-

capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html, akses 1 Maret 2022. 
12

 Badan Pusat Statistik, u Indeks Kebahagiaanu 2021, (Badan Pusat Statistik RI, 2021), 

hlm. 18. 
13

 https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-

2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-

.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%24

4.349%2C5, akses 1 Maret 2021. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.349%2C5
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.349%2C5
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.349%2C5
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.349%2C5
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kemarahan.
14

 Pengabaian masa kanak-kanak merupakan tindakan kelalaian 

yang mengacu pada ketidakmampuan berkelanjutan orang tua atau 

pengasuh untuk menyediakan lingkungan yang aman dan menguntungkan 

yang memenuhi fisik dasar anak, termasuk orang tua yang 

nonresponsiveness terhadap fisik atau psikologis sehingga mengganggu 

kenormalan perkembangan psikologis anak.
15

 

Beberapa wilayah Kabupaten dan Kota DI Yogyakarta merupakan 

wilayah dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dibanding Kabupaten dan 

Kota lainnya, namun angka perkawinan anak tetap saja meningkat setiap 

tahun dan beberapa diantaranya memilih menikah siri sebab tidak sanggup 

untuk membayar biaya perkara. Pada tahun 2020 jumlah permohonan 

dispensasi kawin sebanyak 63.231 perkara dibanding tahun 2019 yang 

hanya 23.126 perkara. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta 

permohonan dispensasi kawin turut meningkat, yang pada tahun 2019 

sebanyak 463 perkara menjadi 948 perkara di tahun 2021. Sebagian 

permohonan disepensasi kawin diajukan oleh orang tua dengan alasan 

yang sangat mendesak, seperti terjadinya kehamilan yang tidak 

dikehendaki.
16

 Dilansir dari tribunjogja.com angka permohonan dispensasi 

kawin di Yogyakarta masih tinggi, data permohonan akibat kehamilan 

                                                             
14

 Carolynu A. Greene uet al., “Intergenerationalu Effectsu of Childhoodu Maltreatment: 

A Systematic Review of the Parenting Practices of Adult Survivors of Childhood Abuse, Neglect, 

and Violence,” Clinical Psychology Review, Vol: 80, (September, 2020), hlm. 3. 
15

 Noémie Bigras et al., “Who Am Iu and What Do uI Need? Identity Difficulties as a 

Mechanism of the Link Between Childhood Neglect and Adult Sexual Disturbances,” 

Internationalu Journal of Sexual Health,  Vol. 3:32, (Agustus, 2020), hlm. 1. 
16

 https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-

pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa, akses 1 Maret 2022. 

https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa
https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa
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yang tidak diinginkan perkabupaten Kota sepanjang 2020 yakni: 

Yogyakarta 125 kasus, Bantul 341 kasus, Kulon Progo 131 kasus, 

Wonosari 269 kasus dan Sleman 343 kasus.
 17

 Bantul dan Sleman 

menempati tempat tertinggi, namun pada tahun 2021, jumlah permohonan 

dispensasi kawin di Bantul dan Sleman mengalami penurunan, yakni 

Bantul 161 Kasus dan Sleman 147 Kasus. 

Selain karena kehamilan anak, faktor yang menjadi pemicu 

meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah adanya perubahan 

peraturan dalam batas usia perkawinan. Perbedaan usia perkawinan anak 

menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinilai 

menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, sehigga dijadikan bahan 

gugatan uji materi pada 13 Desember 2018 oleh Mahkamah Konstitusi 

dengan mengabulkan sebagian dari gugatan dengan tujuan untuk 

menegakkan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat 

(2) UUD 1945. Pada tahun 2018, 99% permohonan dispensasi kawin yang 

diajukan ke Pengadilan Agama dikabulkan dengan 5 alasan utama yakni: 

31% karena telah hamil, 25% karena anak saling mencintai, 16% karena 

anak telah melakukan kontak seksual, 8% karena anak dikhawatirkan akan 

melanggar norma sosial, dan 4% karena khawatir anak akan melakukan 

kontak seksual.
18

  

                                                             
17

 https://jogja.tribunnews.com/2021/10/10/permohonan-dispensasi-pernikahan-usia-dini-

di-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi?page=all, akses 1 Maret 2022. 
18

 Kelompok Kerja (POKJA) Perempuanu dan Anaku Mahkamahu Agung Republiku 

Indonesia, Buku Saku Pedomanu Mengadili Permohonanu Dispensasi Kawin, (Mahkamahu 

Agung Republiku Indonesia bersamau Indonesia Judicialu Researchu Society (IJRS) denganu 

dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2020), hlm. 44. 

https://jogja.tribunnews.com/2021/10/10/permohonan-dispensasi-pernikahan-usia-dini-di-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi?page=all
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Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan 

jawaban atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. 

Akibatnya, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan mengalami 

kelonjakan, sehingga dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi 

Perkawinan dengan tujuan menerapkan asas kepentingan terbaik anak, 

meliputi hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat 

anak, penghargaan atas harkat martabat manusia, terhindar dari 

diskriminasi, kesetaraan gender, equal before the law, keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Untuk mengetahui makna kepentingan terbaik bagi anak dapat 

dilakukan Hakim dengan menggali makna perkawinan bagi anak, 

kemudian mengidentifikasi kondisi psikologis, sosiologis, budaya, 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak-anak dan orang tua dengan 

meminta rekomendasi dari pihak lain, seperti UPTD PPA, psikolog, KPAI, 

dan memberikan nasehat kepada Pemohon, anak-anak Pemohon, dan calon 

suami istri tentang keadaan ekonomi dan pilihan karir pasca-pernikahan.
19

  

Sebagai penegak hukum, Hakim diharuskan untuk menegakkan 

undang-undang. Walaupun dalam memahami teks hukum, seringkali 

dihadapkan dengan keterbatasan teks (Undang-undang), sementara 

konteks perkara yang diadili jauh lebih luas dan kompleks. Kepentingan 

                                                             
19

 Ibid., hlm. 49. 
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terbaik bagi anak dalam PERMAu No. 5 Tahunu 2019 dijelaskan sebagai 

semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan 

perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak. Sedangkan makna kepentingan terbaik bagi anak menurut 

pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul, sebagaimana menjadi fokus 

kajian ini adalah kemashlahatan atau kebaikan-kebaikan yang diduga kuat 

akan didapatkan oleh anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Hal 

tersebut dijadikan sebagai pertimbangan utama pengadilan dalam 

memberikan izin dispensasi kawin. Makna kepentingan terbaik bagi anak 

tersebut masih sangat umum untuk diartikan, karena pada penerapannya 

perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat 

ketidaksiapan anak dalam membangun rumah tangga. Banyak ditemui di 

lapangan bahwa anak tidak dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana 

mestinya, tidak dapat tumbuh dengan baik akibat permohonan dispensasi 

kawin yang dikabulkan Hakim. Untuk itu diperlukan metode dan teori 

penafsiran yang relevan untuk mengetahui makna sebenarnya dari 

kepentingan terbaik bagi anak. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah interpretasi asasu kepentingan terbaik bagi anak menurut 

PERMA No. 5 Tahunu 2019? 

2. Bagaimana interpretasi asas kepentingan u terbaiku bagi anaku menurut 

Hakim Pengadilan Agama Bantul? 
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C. Tujuan &u Kegunaanu 

1. Tujuan 

Adapunuu tujuanu yang hendak dicapai u dari penelitian ini adalah: u 

a. Untuk mengetahui interpretasi asas ukepentingan uterbaik bagi anak 

menurut PERMA No. 5u Tahunu 2019. u 

b. Untuk mengetahui interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak 

menurut Hakim Pengadilan Agama Bantul. 

2. Kegunaan 

a. Teoritis, uhasil penelitianu ini diharapkanu dapat bergunau bagi para 

pembaca maupunu para peneliti selanjutnya,  u dan diharapkan agar 

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi siapapun 

yang membutuhkannnya. 

b. Praktis, hasilu dariu penelitianu ini diharapkanu dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengangani perkara u terkait dispensasi 

kawin. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai kepentingan terbaik bagi anak sudah banyak 

dilakukan, pun demikian dengan penelitian terkait Peraturan Mahkamah 

Agung No. 5 tahun 2019. Namun penelitian yang menggabungkan 

keduanya hanya ditemukan satu penelitian serupa. Yang menjadikan 

penelitian ini berbeda dengan penelitina terdahulu adalah penggunaan teori 

dalam membedah fokus kajian. Sehingga dipastikan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian terbaru yang dapat diuji orisinalitasnya. Untuk 
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mempermudah dalam pemaparan, maka telaah pustaka dikelompokkan 

menjadi tiga tipologi yakni; Pertama, penelitian yang mengkaji tentang 

uEfektivitas uPERMAu No.5 tahun u2019 terhadap perkara dispensasi kawin 

yang ditulis oleh Kurniawan dkk
20

, Ita Dalila Azizah Kurniati
21

;  

1. Penelitian yang ditulis oleh Kurniawan uDedy uPermono, uAchmadT 

uBusroT dan uAnggitaT Doramia L dengan Judul T TinjauanT uHukumT 

uPengaruh uDispensasi Perkawinan di Bawah Umur T terhadapT 

EfektivitasT PeraturanT Batas Minimum T uUsia Menikah. Penelitian 

Kurniawan dkk. berfokus pada analisis Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai sarana 

untuk menekankan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur 

dan maraknya Hakim yang tetap memberikan dispensasi nikah bagi 

anak di bawah umur. Penelitian ini menggabungkan penelitian 

kepustakaan dengan teknik penelitian hukum normatif. Temuan 

menunjukkan bahwa semakin banyak kasus perkawinan di bawah 

umur di Indonesia sebagai akibat dari putusan Pengadilan. Temuan 

menunjukkan bahwa sekarang ada lebih banyak kasus perkawinan 

di bawah umur di Indonesia sebagai akibat dari putusan MK 

tentang pengesahan perkawinan semacam itu. Meskipun UU 

Perkawinan menjelaskan bahwa ada persyaratan usia minimum 

                                                             
20

 KurniawanT DedyT uPermono, AchmadT Busro, uAnggitaT Doramia L, “TinjauanTu 

Hukum PengaruhT DispensasiT PerkawinanT diT BawahT UmurT terhadapT uEfektivitasT 

uPeraturanT uBatas MinimumT UsiaT Menikah”, Notarius, Vol.14 No.1 (2021). 
21

 Ita Dalila AzizahT Kurniati, “PenetapanT uDispensasiT uKawinT SebagaiT Alternatif 

PenyelesaianT PerkawinanT AnakT Di BawahT Umur KarenaT uHamil uDi Luar Nikah (Studi 

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama”, Tesis, uFakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Indonesia, 2021. 
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untuk menikah, pengadilan tetap memiliki keleluasaan untuk 

memberikan pengecualian pernikahan di bawah umur karena 

berbagai alasan. Sebagian besar dispensasi diberikan karena 

pertimbangan kepentingan anak kedua mempelai. Untuk itu, para 

pembuat undang-undang harus mempertimbangkan hal ini ketika 

mengevaluasi efisiensi aturan yang mengatur usia minimum sah 

untuk menikah. 

2. Penetapan Dispensasi Perkawinan Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah 

(Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Peradilan 

Agama) adalah judul Tesis yang ditulis oleh Ita Dalila Azizah 

Kurniati. Penelitian ini hadir karena maraknya permohonan 

dispensasi perkawinan setelah disahkannya Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini pun 

bermaksud untuk mengkaji dan mengkarakterisasi faktor-faktor 

yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam 

menyetujui atau menolak permohonan dispensasi perkawinan, 

termasuk apakah faktor sosial dan kesehatan serta faktor hukum 

normatif dipertimbangkan. Temuan studi menunjukkan bahwa 

Hakim mempertimbangkan faktor sosiologis dan kesehatan sebagai 

titik awal pengambilan keputusannya. Secara sosiologis, anak 

pemohon harus segera dinikahkan. Mereka takut jika mereka tidak 
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menikah, mereka akan terus bersama dan mencemarkan nama baik 

keluarga yang akhirnya akan memberi berdampak negatif pada 

kesehatan mental anak pemohon. Secara hukum, pertimbangan 

Hakim sudah sesuai dengan Maqaid al-Syariah Imam al-Syatibi 

dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa persyaratan dispensasi 

perkawinan memberikan alternatif bagi perkawinan anak di bawah 

umur. 

Kedua, penelitianu yang mengkaji pertimbangan u Hakim dalamu 

menetapkan permohonan dispensasiu kawin, seperti yang ditulis oleh 

Mustsla Sofyan Tasfiq
22

, Ardi Akbar Tanjung
23

, Nur Alam
24

, Siti 

Hardiyanti Rukmana
25

;  

1. Tesis Mustsla Sofyan Tasfiq yang berjudul uDispensasi Kawin Pada 

Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan 

Untuk uKawin Sebab uHamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan 

Agama Kabupaten dan uKota Malang). Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang menerima 90% permohonan dispensasi kawin 

                                                             
22

 Mustsla Sofyan Tasfiq, “Dispensasi uuKawin Pada uPasal 7 uUndang-Undang uNo.1 

uTahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab uHamil (Studi uPandangan Hakim di 

Pengadilan uAgama Kabupaten dan Kota Malang)”, Tesis, Program uMagister Al-Ahwal uAl-

Syakhshiyyah, UIN uMaulana Malik Ibrahim, 2018. 
23

 Ardi Akbar Tanjung, “Pertimbangan uHakim Memberikan uDispensasi Kawin Kata 

“Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-

Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan uuHakim Pengadilan uAgama 

Palangka raya), Tesis, Program Pascasarjana, IAIN uPalangka Raya, 2021. 
24

 Nur Alam, “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Enrekang”, Tesis, Pascasarjana, IAIN Parepare, 2021. 
25

 Siti Hardiyanti Rukmana, “Pertimbangan Non uYuridis Dalam uMemutuskan uPerkara 

Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung uKarang Kelas IA Kota Bandar 

Lampung), Tesis, Program Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2019. 
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dari anak-anak yang belum mencapai usia kawin dan telah 

melahirkan sebelum menikah. Untuk mencegah rasa malu dan luka 

lebih lanjut pada keluarga anak, Pengadilan Agama harus 

mengabulkannya dengan hati-hati. Dikhawatirkan tujuan dispensasi 

perkawinan bisa berubah. Bagi mereka yang belum bisa menikah, 

dispensasi nikah seharusnya menjadi forum yang bermanfaat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi 

pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang 

dispensasi perkawinan akibat kehamilan, serta bagaimana Pasal 7 

UU No. UU No. 1 Tahun 1974 dilihat dari perspektif Hakim dari 

perspektif teori efektivitas hukum. Temuan penelitian ini 

menyarankan bahwa: Pertama, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi perkawinan pada 

hakikatnya merupakan peringatan dini terhadap segala 

penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan yang 

dimaksud adalah dari Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974, antisipasi dispensasi nikah, diperuntukkan bagi 

pasangan di bawah umur yang sedang mengalami krisis. Kedua, 

Ketentuan yang mengatur tentang usia minimum seseorang dapat 

menikah dijelaskan dalam ayat 1, dan antisipasi diatur dalam ayat 2 

jika ayat 1 dilanggar. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 kurang efektif terhadap penduduk Kota Malang bila 

dianalisis dengan menggunakan asas efektifitas hukum. Banyaknya 

permohonan izin nikah di Pengadilan Agama Malang menjadi 

buktinya. Namun Pasal 2 yang mengatur tentang dispensasi 

perkawinan menunjukkan bahwa Pasal 2 bermanfaat dan berhasil 

dalam masyarakat. Karena meluasnya penggunaan dispensasi 

perkawinan oleh mereka yang menikah tetapi di bawah usia 

perkawinan yang sah. 

2. Tesis Ardiu Akbar Tanjungu dengan judul uPertimbangan uHakim 

Memberikan Dispensasi uKawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 

Ayat 2 Undang-Undang uNo. 16 tahun 2019 Perubahan atas 

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang uPerkawinan (Studi 

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka uRaya). Hakim 

Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan dispensasi untuk 

menikah karena hamil sebagai kondisi yang mendesak setelah 

memperhitungkan keselamatan kepentingan dan keuntungan anak 

yang belum lahir serta penghinaan mereka sendiri pada stigma 

negatif masyarakat. Jika tujuan utama dari informasi yang 

dikumpulkan adalah untuk menutupi aib pelaku dan keluarga, maka 

isu tersebut telah muncul dalam situasi yang mendesak, membuat 

kehamilan di luar nikah tampak kurang memalukan dan lebih 

umum. Adalah sesuatu yang mengancam kepunahan atau 

dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi jiwa, raga, 
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kehormatan, pikiran, atau kehilangan harta benda karena alasan 

mendesak atau darurat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya menganggap dispensasi 

perkawinan terkait kehamilan sebagai keadaan yang mendesak 

dengan alasan pembenaran untuk menyelamatkan status anak 

karena yang diperoleh sebenarnya hanya dimaksudkan untuk 

menyembunyikan aib dan aib pelaku dan keluarga. Tak jarang, dua 

orang yang berzina itu menikah demi menghindari aib sosial. 

Untuk mempertahankan status anak adalah satu-satunya penyebab 

yang mendesak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak 

membahayakan keselamatannya, tetapi ia akan menghadapi 

tantangan dan tantangan, bahkan mungkin yang diperpanjang, 

tetapi bukan yang mengancam kepunahannya atau membuatnya 

takut akan jiwa, tubuh, kehormatan, pikiran, atau hartanya. Oleh 

karena itu, ini bukan keadaan darurat; melainkan merupakan 

persyaratan dan perlindungan untuk cara hidup yang nyaman, 

sederhana, dan luas. Dengan kata lain, persyaratan yang dimiliki 

orang untuk kemudahan, kenyamanan, dan ruang dalam hidup 

mereka. 

3. Tesis Nur Alam dengan judul Dinamika u Pertimbanganu Hakim 

Dalam Penetapanu Dispensasi Nikahu di Pengadilanu Agama 

Enrekang. Kajian utamau di dalam Tesis ini adalah dinamika 

pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah di 
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Pengadilan Agama Enrekang. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa dinamika penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Enrekang dapat dilihat dari cara penetapannya yang berbeda-beda 

dari satu kasus ke kasus lainnya. Karena Hakim terkadang berbeda 

pendapat mengenai implikasi hukum suatu perkara, jika terjadi 

perbedaan pendapat dalam suatu majelis, maka perkara tersebut 

diputuskan dengan mengikuti suara terbanyak setelah musyawarah. 

Pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah akan lebih mudah 

dengan keluarnya PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengatur 

penyelesaian perkara dispensasi nikah oleh Hakim tunggal. Sejak 

tanggal penetapannya, Pengadilan Agama Enrekang telah 

memberlakukan peraturan ini.  

4. Tesis Siti Hardiyanti Rukmana dengan judul uPertimbangan Non 

Yuridis Dalam Memutuskan Perkara uDispensasi Nikah (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Tanjung uKarang Kelas IA Kota Bandar 

Lampung). Temuan penelitian menunjukkan bahwa calon 

pengantin yang sedang hamil merupakan alasan paling umum 

untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung 

Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, diikuti oleh fakta bahwa 

kedua calon pengantin telah melakukan perzinahan dan yang 

terakhir adalah fakta bahwa mereka berkencan terlalu dekat dan 

khawatir melakukannya. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 

IA Kota Bandar Lampung mengabulkan sebagian besar tuntutan 
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tersebut. Putusan permohonan dispensasi nikah yang ditolak karena 

pemohon mencabut perkaranya dari Pengadilan Agama atau tidak 

muncul kembali setelah sidang perdana. Dalam menyetujui 

permohonan, Hakim mempertimbangkan kebutuhan untuk 

mencegah bahaya, karena menjaga kesucian mencegah seseorang 

melakukan perilaku ilegal.  

Ketiga, yakni penelitian yang berfokus pada analisis hukum 

terhadap PERMAu dan Undang-undang terkait perkawinan anak, seperti 

yang ditulis oleh Hambali dan Nil Khairi
26

, Mudawamah
27

, Fatullah
28

dan 

Mirwan
29

. 

1. Penelitian yang ditulis oleh Hambaliu dan Nil Khairi u dengan judul 

Dispensasiu Kawinu Menurut PERMAu No. 5 Tahun 2019u di 

Pengadilan Agama u Analisisu Maslahah Mursalah terhadap 

Pertimbanganu Hakim dalamu Menetapkan Permohonan Dispensasi 

Kawin. Hambali dan Nil Khairi mengkritisi tiga hal dalam 

penelitian ini: Pertama, dispensasi perkawinan berdasarkan 

PERMA No. 5 Tahun 2019; Kedua, standar usia seseorang 

dinyatakan di bawah umur; dan Ketiga, peninjauan kembali 

                                                             
26

 Hambali, Nil Khairi, “Dispensasi uKawin Menurut uPERMA No.5 Tahun 2019 di 

Pengadilan Agama Analisis Maslahah Mursalah terhadap uPertimbangan Hakim dalam 

uMenetapkan Permohonan Dispensasi Kawin”.  
27

 Mudawamah, “Perlindungan Haku Anaku dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan 

Dispensasi Kawin”, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol.10 No.2 (2021). 
28

 Fatullah, “Dilema Pengaturanu Dispensasiu Kawinu di Indonesia (Analisis Hukum 

Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019)”, Tesis, 

Program Pascasarjana, IAIN Bengkulu, 2021. 
29

 Mirwan, “Problematika Usiau Perkawinan Pascau Perubahan Undang-Undangu Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Padau Pengadilanu Agama di Provinsiu Sumatera Barat” Tesis, 

Program Pascasarjana, IAIN Batusangkar, 2021. 
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masalah mursalah yang bertentangan dengan pertimbangan Hakim 

dalam menentukan permohonan dispensasi perkawinan. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menentukan 

apakah seseorang masih di bawah umur dengan menggunakan 

patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur tentang Perkawinan. 

Menyusul terbitnya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

berdasarkan proses penanganannya, di mana seorang Hakim harus 

curiga dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam 

memutuskan permohonan dispensasi perkawinan. 

2. Penelitian yang ditulis oleh Mudawamah dengan judul 

Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan 

Dispensasi Kawin. Penelitian ini mengkaji penerapan dispensasi 

kawin dan mengkaji akibat hukum dispensasi kawin dalam konteks 

perlindungan hak anak guna menganalisis dan menjelaskan 

perlindungan hak anak. Temuan mengungkapkan bahwa 

perlindungan hak anak selama pemeriksaan permohonan dispensasi 

perkawinan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Anak-anak dihadirkan dalam setiap 

proses pemeriksaan, pun demikian dengan orang tua atau wali. 

Mereka disajikan dan diberi nasehat agar kepentingan terbaik bagi 
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anak dapat didahulukan, dan dilakukan penilaian yang dapat 

menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak. Ini 

adalah beberapa cara di mana perlindungan diberikan kepada anak-

anak.  

3. Tesis Fatullah dengan judul Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin 

di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA No.5 tahun 2019). Penerapan 

syariat Islam yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 

dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 menjadi bahan 

kajian tesis ini. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 mendorong pernikahan dengan tujuan untuk 

memastikan bahwa pasangan yang menginginkan dispensasi 

pernikahan sudah dewasa, memiliki jiwa yang kokoh, dan siap 

untuk menikah. Kemudian sebagai upaya untuk memperjelas tata 

cara permohonan dispensasi nikah yang selama ini belum diatur 

secara khusus dalam UU sebelumnya, dihadirkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, karena tidak 

ada definisi eksplisit tentang usia minimum untuk menikah dalam 

Islam untuk anak laki-laki dan perempuan, maka perlu melihat 

indikator fisik dan usia tertentu dengan mempertimbangkan nilai-

nilai maslahat yang ada sekarang. 

4. Tesis Mirwan dengan judul Problematika Usia u Perkawinan Pasca 

Perubahan Undang-Undang Nomoru 1 Tahun 1974 utentang 
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Perkawinan Pada Pengadilan Agama di uProvinsi Sumatera Barat. 

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Provinsi Sumatera 

Barat. Fokus utama penelitian ini ada pada permasalahan yang 

berkembang setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

mengalami revisi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui masalah, 

cara memeriksanya, dan cara mengidentifikasi agar mampu 

memberikan solusi potensial. Temuan menunjukkan bahwa 

peningkatan permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu isu yang 

mengemukakan setelah UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

mengalami revisi. Dimungkinkan untuk mencegah anak muda dari 

keinginan untuk menikah dengan memberi mereka nasihat dan 

membujuk mereka untuk melakukannya, tetapi hasil akhirnya akan 

tetap tergantung pada keputusan pengadilan. 

E. Kerangka Teoritik 

Untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang ada, pisau bedah yang 

digunakan adalah teori hermeneutika hukum. Teori Hermeneutika Hukum 

adalah ilmu dan seni dalam menginterpretasikan suatu teks/kitab suci (the art 

of interpretation). Sedangkan definisi hermeneutikaT hukumu yang ditulis oleh 

Gregoryu Leyhu dalam buku “Legal Hermeneutich: History, Theory u andu 

uPractice” adalah hermeneutika yang merekonstruksikan kembali dari seluruh 
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problema hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi beremu 

dengan para ahli humaniora.
30

 

Menurut James Robinson, tujuan dan fungsi hermeneutika hukum adalah 

membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi lebih jelas. Dalam penelitiannya 

dijelaskan bahwa, istilah hermeneutika hukum memiliki dua makna yakni: 

Pertama, didefinisikan sebagai teknik untuk menafsirkan tulisan-tulisan 

hukum. Penafsiran yang tepat dari suatu dokumen hukum harus selalu dalam 

kaitannya dengan isi yang tersurat atau tersirat dari aturan hukum yang 

bersangkutan, atau antara bunyi hukum dan jiwa dari ketentuan hukum yang 

bersangkutan.
31

 Kedua, hermeneutika hukum yang diartikan sebagai suatu 

filsafat penemuan hukum yang menekankan pada interaksi fakta dan aturan. 

Karena menurut teori hermeneutik, seseorang harus mengkualifikasikan fakta-

fakta dari segi aturan-aturan dan menafsirkan aturan-aturan dari segi fakta-

fakta.
32

 

Sebagai metode untuk mengartikan teks, hermeneutika harus selalu 

memperhatikan tiga elemen kunci yakni teks, konteks, dan upaya 

kontekstualisasi. Hermeneutika hukum penting digunakan oleh para Hakim 

dalam melakukan penemuan hukum, karena Hakim bertanggung jawab atas 

penciptaan hukum, yang meliputi penemuan Undang-undang baru maupun 

pembentukan undang-undang yang sudah ada. Menurut Gadamer, metode 

                                                             
30

 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 40. 
31

 Menurut Gadamer, seorang penerjemah harus memiliki tiga kemampuan yaitu 

memenuhi inteligensi subtility (ketepatan pemahaman), explicandi subtility (ketepatan 

penerjemahan), dan applicandi subtility. 
32

 Ahmad Zaenal Fanani, “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: 

Telaah Filsafat Hukum,” Badilag, hlm. 4. 
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hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, ketika seorang Hakim 

menganggap dirinya berhak unutk menambah makna orisinal dari teks hukum. 

Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk 

interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar 

pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat 

membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data sehingga dapat 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan.
33

 Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang merupakan metode untuk 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya.
34

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan mengandalkan informasi yang dikumpulkan melalui informan, 

responden, dokumentasi, atau pengamatan yang dilakukan dalam konteks 

sosial yang terkait dengan topik yang diselidiki. Pada pelaksanaannya, 

peneliti mengamati responden secara langsung dan berpartisipasi di dalam 

settingsocial, serta menyatu dengan budaya yang ada. Teknik 

pengamatannya dapat dilakukan dengan percakapan, wawancara 

                                                             
33

 Adi Rianto, Metode Sosial Dan Hukum (Jakarta: Sinar Granit, 2004), hlm. 2. 
34

 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm. 6. 
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terstruktur, wawancara tidak terstruktur, survey dan pengumpulan 

dokumen-dokumen pribadi (tulisan, rekaman percakapan, foto-foto dan 

lain-lain). Teknik-teknik ini dapat digunakan dalam kombinasi yang 

berbeda-beda tergantung pada permasalahan penelitiannya.
35

 

2. Sifat Penelitianu 

Sifat penelitiannya adalah analisis deskriptif, yakni suatu teknik 

pengumpulan informasi mendalam tentang informasi yang memiliki 

makna dan potensi untuk mempengaruhi ide-ide inti penelitian. Sifat 

hubungan antara peneliti dan partisipan, atau antara objek dan topik studi, 

langsung disajikan dengan metode ini. Pendekatan ini juga bertujuan untuk 

mengkaji topik penelitian guna mengumpulkan data yang komprehensif. 

3. Pendekatan Penelitianu 

Pendekatan pada penelitian ini adalah empiris dan normatif, yakni 

menggabungkan bagian-bagian peraturan perundang-undangan normatif 

dengan situasi yang ada kemudian menambahkan fakta atau elemen 

empiris untuk mendukungnya. Pendekatan normatif-empiris ini juga 

mempertimbangkan bagaimana ketentuan hukum normatif dipraktikkan 

dalam setiap keunikan situasi hukum yang muncul dalam masyarakat. 

Terdapat tiga kategori normatif-empiris, yakni: Non Judi Case Study 

adalah pendekatan studi kasus hukum yang tidak melibatkan konflik 

sehingga pengadilan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan; Judi 

Case Study adalah pendekatan studi kasus hukum yang memang 

                                                             
35

 Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,” ComTech: 

Computer, Mathematics and Engineering Applications, Vol. 2:5, (Desember, 2014), hlm. 1111. 
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melibatkan konflik sehingga pengadilan akan terlibat dalam pengambilan 

keputusan; dan Live Case Study adalah pendekatan terhadap suatu 

peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau yang belum selesai. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris non judi 

case study karena akan lebih berfokus pada studi Undang-undang 

(PERMA No. 5 tahun 2019), penelitian ini tidak memiliki konflik namun 

tetap membutuhkan pendapat Pengadilan (Hakim) agar dapat menafsirkan 

makna kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 tahun 2019. 

4. uSumber Data 

Sumber data adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian berupaka kalimat, perilaku dan dokumen. Peneliti membagi 

sumber data menjadi sumber data primer dan sekunder agar lebih mudah 

untuk dijelaskan.  u 

a. Sumber data primer 

Merupakan sumber data utama berupa Wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Agama Bantul yakni Bpk. MDA (Inisial), Bpk. MA 

(Inisial), Bpk. UF (Inisial); dan dokumentasi. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang berasal 

dari dokumen hukum, seperti informasi dari berbagai artikel jurnal 

dan buku dengan tema yang berkaitan PERMA No. 5 Tahun 2019. u 

5. Teknik Pengumpulan Data u 

Adapun teknik pengumpulanu data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasiT dan wawancara.  u 
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a. DokumentasiuT 

Penelitian yang menggunakan data, catatan, transkrip, buku, 

dan sejenisnya dikenal sebagai pendekatan dokumentasi. 

Peneliti menggunakan refrensi dari berbagai literatur berupa 

buku, contoh perkara, jurnal dan berbagai dokumen yang 

memiliki keterkaitan dengan PERMA No. 5 tahun 2019. 

b. Wawancara (Interview) u 

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan 

keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta 

pendapat-pendapat mereka.
36

 Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara semistruktur sebagai metode 

pengumpulan data, agar data yang peneliti peroleh jelas, tuntas 

dan akurat. Adapun pihak yang di wawancara adalah Hakim 

Pengadilan Agama Bantul. 

6. Teknik Analisis Data u 

Penelitian ini sendiri mengkaji asas kepentingan terbaik bagi anak 

di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 dan menggali 

makna kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim Pengadilan Agama 

Bantul menggunakan hermeneutika hukum. 

7. Lokasi Penelitianu 

                                                             
36

 Burhan Ashofa, Metodologi Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 15. 
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Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bantul, yang terletak di Jl. 

Urip Sumoharjo No. 8, Bejen, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi Lima Bab, 

guna memudahkan dan membuat penelitian ini menjadi terarah dengan urutan 

sebagai berikut: 

Bab Pertama yakni pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

dan sistematika bahasan.  

Bab Dua berisi penjelasan mengenai teori hermeneutika hukum dalam 

PERMA No. 5/2019 tentang Kepentingan Terbaik Bagi Anak. 

Bab Tiga Pandangan Hakim PA Bantul tentang Kepentingan Terbaik Bagi 

Anak dalam PERMA RI No. 5/2019 dengan memaparkan Profil Pengadilan 

Agama Bantul dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019, dengan 

penjelasan berupa sejarah, visi, tujuan struktur organisasi, tanggung jawab, 

dan wewenang Pengadilan Agama Bantul. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemaparan kedudukan PERMA, Penetapan Hakim, kepentingan terbaik bagi 

anak dan prosedur pemeriksaan Pemohonan dispensasi kawin. 

Bab Empat berupa analisis pandangan Hakim PA Bantul tentang 

kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA RI No. 5/2019. 
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Bab terakhir penelitian ini berupa kesimpulan dan ditambahkan dengan 

menawarkan penilaian atas solusi perumusan masalah serta rekomendasi 

untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA No. 5 

tahun 2019 adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk 

memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang anak. Kesejahteraan anak mencakup 

usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan 

perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. 

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1974 

tentang Kesejahteraan anak, “Kesejahteraan anak adalah suatu tata 

kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan 

dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 

maupun sosial”. Hak-hak anak berupa kebutuhan dasar yang 

seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, 

tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, 

eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak 

sipil, ekonomi, sosial dan budaya. 

2. Interpretasi asas kepentingan terbaik bagi anak menurut Hakim 

Pengadilan Agama Bantul adalah apa yang terbaik bagi kelangsungan 

hidup anak, untuk sekarang maupun yang akan datang. Adapun 
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metode penafsiran yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, 

interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Kemudian teori yang 

digunakan adalah teori hermeneutika sebagi interpretasi dan 

hermeneutika dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

makna kepentingan terbaik bagi anak adalah upaya untuk menjauhkan 

anak dari kerugian yang lebih besar, meskipun harus mengiklaskan 

hak-hak yang seharusnya diperoleh anak seusianya seperti sekolah, 

bermain maupun hak tumbuh kembang. Perkawinan anak bukanlah 

bentuk pengabaian terhadap hak anak, karena setiap anak yang 

dimintakan permohonan dispensasi kawin pasti memiliki 

kepentingannya tersendiri, dan wajib mendapatkan keadilan dimata 

hukum. Sehingga Hakim harus meyakini bahwa apapun ketetapannya, 

baik pengabulan ataupun penolakan dispensasi kawin, merupakan hal 

yang pasti terbaik bagi anak. 

B. SARAN 

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hadir untuk memberikan paying 

hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin sebelumnya 

belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. PERMA ini 

juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua 

tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan pada kepentingan 

terbaik bagi anak. Anak memiliki sederet hak-hak yang harus terpenuhi, 

apabila perkawinan dini dilakukan maka hak-hak tersebut tidak dapat tercapai 
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dengan maksimal. Angka perkawinan dini yang meningkat perlu mendapat 

perhatian lebih, walau sudah terdapat aturan yang membantu untuk 

meminimalisir angkat perkawinan anak, namun apabila tidak terdapat kontrol 

sosial dari masyarakat maka cita-cita dan harapan untuk menekan angka 

perkawinan anak masih sangat sulit dilakukan, ditambah lagi dengan 

pergaulan society yang begitu menghambakan kebebasan. 
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